
 
 

 PROSEDUR MONITORING TERHADAP PENGAWASAN REKENING  

SATUAN KERJA DI LINGKUP KANTOR PELAYANAN 

PERBENDAHARAAN NEGARA DI BANDAR LAMPUNG 

 

 

(Laporan Akhir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh:  

ADELIA MARSANDA 

2001061015 

 

 

PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI  

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  

UNIVERSITAS LAMPUNG 

2023 



 
 

i 
 

PROSEDUR MONITORING TERHADAP PENGAWASAN REKENING 

SATUAN KERJA DI LINGKUP KANTOR PELAYANAN 

PERBENDAHARAAN NEGARA DI BANDAR LAMPUNG 

 

(Laporan Akhir) 

 

Oleh: 

ADELIA MARSANDA 

2001061015 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  

UNIVERSITAS LAMPUNG  







 
 

iv 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

 
Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 18 Maret 2002 sebagai anak keempat dari 

Empat bersaudara, putri dari Bapak Mutawali dan Ibu Sumarni. 

1. Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di selesaikan di TK Taruna Jaya di 

Bandar Lampung pada Tahun 2008. 

2. Pendidikan sekolah dasar (SD) diselesaikan di SDN1 Perumnas Way Halim 

Bandar lampung pada Tahun 2014. 

3. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN4 

Bandar Lampung pada Tahun 2017. 

4. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN10 Bandar 

Lampung pada Tahun 2020. 

5. Pada tahun ajaran 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswi pada Fakultas 

Ekonomi dan Baisnis Program Studi DIII Akuntansi Universitas Lampung. 

Penulis telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Bandar Lampung tahun 2023. 

 

 



 
 

v 
 

PERSEMBAHAN 

 

 
Segala puji syukur kepada Allah SWT. Untuk kedua orangtuaku yang selama ini 

memberi dukungan moral dan materi serta doa yang tak henti untuk mempandu 

saya menjadi anak yang sukses. 

 
Saudara dan saudari tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, 

dan doa ke pada adik. 

 
Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini tulus, 

sabar dan ikhlas memberikan bekal materi dan mengorbankan tenaga serta waktu 

untuk membimbing saya dalam menempuh ilmu. 

 
Pimpinan dan segenap karyawan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) yang memberikan bimbingan dan semangat untuk menyelesaikan laporan 

akhir ini. 

 
Sahabat-sahabatku yang selalu menemaniku saat suka dan duka serta memberikan 

semangat dalam hal apapun. 

 
Teman-teman angkatan 2020 Jurusan D3 Akuntansi Universitas Lampung yang 

telah menamniku dalam menempuh ilmu. 

 
Almamaterku yang telah menemaniku dalam menumpuh ilmu. 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

SANWACANA 

 

 

Puji syukur dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

karena berkat limpahan rahmat dan karunianya sehingga laporan akhir ini dapat 

diselesaikan. Laporan akhir ini berjudul “Prosedur Monitoring Terhadap 

Pengawasan Rekening Satuan Kerja di Lingkup Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara di Bandar Lampung” adalah salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi Universitas Lampung. Penulisan 

Laporan Akhir ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan berupa 

bimbingan, ekonomi, dan kerja sama semua pihak yang turut membantu dalam 

proses penyelesaian laporan akhir. Untuk itu penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Nairobi S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Lampung. 

2. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Lampung. 

3. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt. Selaku Ketua Program Studi Jurusan 

D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung 

4. Prof. Einde Evana, S.E., MSi., Akt, Dr. selaku Dosen Pembimbing Akademik. 

5. Bapak Dr.Fitra Dharma, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 

telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga membimbing penulis 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnia Universitas Lampung yang telah 

memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menempuh 

pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

7. Kedua orang tuaku tersayang ayah Mutawali dan Ibu Sumarni, S.Pd. Kakak- 

Kakak ku tercinta Rezza Dwi Fitriansyah, S.E., Yulia Citra, S. KM., dan 





 
 

ix 
 

 

 
 

 

 

MOTTO 

 
“Don't be afraid of your own shadow, you are not alone in the world” 
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ABSTRAK 

 

 

PROSEDUR MONITORING TERHADAP PENGAWASAN REKENING 

SATUAN KERJA DI LINGKUP KANTOR PELAYANAN 

PERBENDAHARAAN NEGARA DI BANDAR LAMPUNG 

Oleh 

                                                        ADELIA MARSANDA 

Prosedur monitoring terhadap pengawasan rekening satuan kerja di KPPN 

Bandar Lampung. Penulis mengevaluasi prosedur tersebut dikarenakan untuk 

mengetahui prosedur yang dilakukan sesuai dengan peraturan Kementrian 

Keuangan RI Nomor 182PMK0.5/2017 atau tidak dilakukan sesuai dengan 

peraturan tersebut dan bagaimana prosedur monitoring yang dilakukan tergolong 

efektif atau tidak. Dari evaluasi ini dapat dilihat apakah satauan kerja melakukan 

pengelolaan dan pengendalian rekening sesuai dengan peratauran tersebut. 

 

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan kualitatif dengan 

memperoleh data primer melalui observasi, wawancara dengan pihak yang 

berwenang, dan data sekunder dari dokumen historis. Hasil evaluasi ini 

menunjukkan bahwa prosedur monitoring rekening satuan kerja di KPPN Bandar 

Lampung telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan 

temuan tersebut, rekomendasi yang disampaikan meliputi peningkatan ketelitian 

dalam menjalankan prosedur monitoring, peningkatan standar kualitas pegawai, 

peningkatan kepatuhan satuan kerja, serta sosialisasi dan edukasi kepada mitra 

kerja, satuan kerja, dan mitra bank guna menciptakan koordinasi yang baik dalam 

pengawasan. 

 

Kata Kunci: monitoring, pengawasan rekening satuan kerja, KPPN Bandar 

Lampung, pengelolaan keuangan negara, prosedur monitoring. 
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ABSTRACT 
 

 

 

MONITORING PROCEDURE FOR MONITORING WORK UNIT 

ACCOUNTS WITHIN THE SCOPE OF THE STATE TREASURY 

SERVICE OFFICE IN BANDAR LAMPUNG 

By 

                                                        ADELIA MARSANDA 

Monitoring procedure for supervision of work unit accounts at KPPN 

Bandar Lampung. The author evaluates the procedure because it is to find out the 

procedures carried out in accordance with the regulation of the Ministry of 

Finance of the Republic of Indonesia Number 182PMK0.5/2017 or not carried out 

in accordance with these regulations and how the monitoring procedures carried 

out are classified as effective or not. From this evaluation, it can be seen whether 

the work person manages and controls the account in accordance with the 

regulation. 

 

The author uses descriptive and qualitative research methods by obtaining 

primary data through observation, interviews with authorities, and secondary data 

from historical documents. The results of this evaluation show that the monitoring 

procedure for the work unit account at KPPN Bandar Lampung has been running 

in accordance with applicable regulations. Based on these findings, the 

recommendations submitted include increasing accuracy in carrying out 

monitoring procedures, improving employee quality standards, increasing work 

unit compliance, as well as socialization and education to partners, work units, 

and bank partners to create good coordination in supervision. 

 

Keywords: monitoring, supervision of work unit accounts, KPPN Bandar 

Lampung, state financial management, monitoring procedures.
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BAB I 

PENDAULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan ekonomi saat ini pemerintah sangat ngencar 

dalam menggunakan sistem teknologi untuk memudahkan pemerintah dalam 

mengelola data dan dokumen penting. Salah satu organisasi milik pemerintah 

adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Organisasi ini, memerlukan 

sistem monitoring yang bertujuan untuk mempertahankan sistem keuangan yang 

teratur, dan terhindar dari tindakan curang. Untuk membantu sistem monitoring 

ini berjalan dengan baik maka, dibutuhkannya peraturan yang harus dipatuhi oleh 

satuan kerja, lembaga dan pihak lainnya. 

Satuan Kerja atau disebut juga Satker adalah unit organisasi pada 

Kementerian Negara atau Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa 

kegiatan program. Satuan kerja adalah Otoritas Pengguna Anggaran atau 

Pengguna Barang. Salah satu acauan sebagai pedoman dalam memonitoring 

rekening lingkup satuan kerja tertuang dalam Peraturan Mentri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening 

Milik Satuan Kerja Lingkup Kementria Negara atau Lembaga. Peraturan tersebut 

sebagai acuan untuk menjalankan proses monitoring dalam pengelolaan keuangan 

agar terciptanya pengelolaan yang efektif dan efisien. 

Peran Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara saat ini sangat dibutuhkan untuk 

memastikan pengelolaan keuangan negara yang dikelola secara efektif, efesien dan 

secara transparan. Rekening satuan kerja adalah bagian dari sistem pengelolaan 

keuangan negara yang harus diperhatikan dengan baik untuk menjamin keamanan 

data keuangan. Adanya rekening satuan kerja ini, menyebebkan adanya 

kebutuhan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi  
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penyalahgunaan dalam mengelola keuangan tersebut. Kantor Pelayanan 

Pembendaharaan Negara (KPPN) memiliki tugas dan tanggung jawab dalam 

melakukan pengawasan atau monitoring dalam pengelolaan rekening satuan kerja 

yang berupaya untuk menjaga keamanan data keuangan. 

Pengawasan atau monitoring rekening satuan kerja adalah salah satu cara 

untuk memastikan proses transaksi keuangan yang dilakukan oleh Satuan Kerja 

sesuai dengan peratuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian negara. 

KPPN memerlukan informasi data yang akurat terhadap data rekening satuan 

kerja untuk malakukan pengawasan secara efektif. Banyak permasalahan yang 

terjadi saat pengawasan rekening seperti satuan kerja tidak mendaftarkan rekening 

yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dan penyaluran dana, menutup 

rekening satuan kerja secara sepihak dapat mengakibatkan KPPN kesulitan dalam 

pelaporan dan akuntabilitas, data rekening tidak sesuai dengan tujuan rekening 

dibuka megakibatkan penyalahgunaan dalam pengelolaan rekening, ditemukannya 

perbedaan informasi pihak satuan kerja dengan pihak mitra Bank yang berkerja 

sama dengan KPPN yang mengakibatkan perbedaan laporan keuangan, Pihak 

Sataun Kerja tidak paham dalam mengelola rekening yang mengakibatkan 

ketidaktransparanan dan kurangnya akuntabilitas, dan adanya double rekening 

yang menyebabkan penumpukan saldo rekening atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara(APBN) yang tidak terealisasi dengan baik. 

Oleh karena itu, dalam pengelolaan rekening satuan kerja dibutuhkannya 

prosedur yang berlaku serta pengawasan yang ketat untuk memastikan 

pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar 

yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan akurat, diharapkan 

dapat tercipta prosedur pengelolaan keuangan negara yang transpara dan 

terpecaya. 

Berdasarkan latar belakang masalah pengawasan rekening satuan kerja di 

KPPN Bandar Lampung maka, penulis tertarik untuk mengangkat judul yaitu: 

“Prosedur Monitoring Terhadap Pengawasan Rekening Satuan Kerja di 

Lingkup Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara di Bandar Lampug. 
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1.2 Rumus Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah 

yaitu: 

1. Bagaimana prosedur monitoring rekening satuan kerja di KPPN Bandar      

Lampung ? 

2. Bagaimana monitoring rekening satuan kerja berjalan secara efektif di KPPN 

Bandar Lampung? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan dalam penulisan ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur monitoring dalam 

pengelolaan rekening milik satuan kerja yang dikelola oleh KPPN. 

2. Untuk mengevaluasi prosedur monitoring yang dilakukan secara efektif 

dengan menggunakankan perauran Kemenku RI Nomor 182/PMK0.5/2017 

1.4 Manfaat Bagi Penulisan 

 Manfaat dalam penulisan ini sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penulisan ini bermanfaat sebagai pengetahuan bagi penulis terhadap prosedur 

pengawasan dalam monitoring pengelolaan rekening milik satuan kerja yang 

dikelola oleh KPPN dan sebagai penambah pengetahuan sebagai refrensi untuk 

penulis berikutnya dalam menguji masalah yang setara dimasa mendatang. 

2. Bagi Universitas 

Penulisan ini diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan universitas 

lampung terhadap ilmu pengetahuan prosedur monitoring milik satuan kerja di 

lingkup KPPN. 

3. Bagi Instansi Pemerintah 

Penulisan ini sebagai bahan masukan dan gambaran bagi KPPN untuk 

menentukan kebijakan serta menentukan strategi dalam prosedur monitoring 

dalam pengelolaan rekening milik satuan kerja. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Sistem Akuntansi 

  Sistem merupakan suatu kesatuan dari berbagai komponen yang berinteraksi 

secara sinergis untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Mulyadi (2016), sistem 

adalah rangkaian prosedur yang dibuat secara terintegrasi untuk melaksanakan 

operasi bisnis utama. Sistem akuntansi terdiri dari formulir, catatan, dan laporan 

yang disusun secara terkoordinasi untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. 

  Prosedur adalah urutan langkah-langkah atau tindakan yang ditetapkan 

untuk mencapai tujuan atau hasil yang di inginkan. Prosedur digunakan untuk 

menjalankan aktivitas atau proses secara terstruktur dan konsisten, maka dapat 

mengurangi resiko kesalahan atau ke tidak akuratan dalam tujuan yang dicapai. 

  Menurut Prastyaningtyas (2019), prosedur terdiri dari serangkaian aktivitas 

klerikal yang melibatkan kelompok orang dalam satu atau lebih departemen, yang 

bertujuan untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara terus-

menerus dan menyeluruh. Kegiatan klerikal (Clerical Operations) mencakup 

berbagai tindakan seperti mencatat informasi, menyalin, memberikan kode, 

mencatat, memilih, membandingkan, dan sebagainya. Semua kegiatan tersebut 

dilakukan untuk memastikan pengumpulan informasi yang akurat dan 

terorganisir, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat oleh 

manajemen. 
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Tabel 2. 1 Jenis-jenis simbol flowchart dala m Sistem Akuntansi 

No. Simbol Keterangan 

 

1. 

 

 

Dokumen mengambarkan berbagai jenis 

dokumen. 

 

2. 

 

 

Dokumen dan Tembusannya digunakan 

untuk          mengambarkan dokumen asli dan 

tembusannya. 

 

3. 

 

 

Berbagai dokumen digunakan untuk 

menggambrkan berbagai jenis dokumen 

yang digunakan dalam satu rangkap. 

 

4. 

 

 

Kegiatan Manual digunakan untuk 

menggambarkan kegiatan manual. 

 

5. 

 

 

Keying digunakan untuk menggambarkan 

pemasukan data ke dalam computer melalui 

on-line terminal. 

 

6. 

 

 

Keputusan digunakan dalam proses 

pengelolaan data. 

 

7. 

 

 

On-line computer proses digunakan untuk 

menggambarkan pengelolaan data dengan 

computer secara on-line. 

 

8. 

 

 

 

 

Arsip sementara digunakan untuk arsip 

dokumen sementara tempat penyimpanan 

dokumen yang dokumen tersebut akan 

digunakan di masa yang akan datang untuk 

keperluan pengelolaan selanjutnya. 

A : Menurut abjad 

N : Menurut nomor urut 

T : Kronologis, menurut tanggal 
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9. 

 

 

Mulai/berakhir dari suatu proses sistem 

akuntansi. 

 

10. 

   Garis alir atau flowline digunakan untuk 

menggambarkan arah proses pengelolaan data. 

 

11. 

 

 

Pertemuan garis alir digunakan jika dua 

garis bertemu dan salah satu garis mengikuti 

arus garis lainnya. 

 

12. 

 

 

Penyimpangan garis alir digunakan untuk 

menunjukkan arah masing-masing garis. 

 

13. 

 

 

Catatan digunakan untuk mencatat data yang 

direkam sebelumnya di dalam dokumen. 

 

14. 

 Masuk atau keluar ke sistem kegiatan di luar 

sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan 

alir, maka digunakan untuk menggambarkan 

keluar masuk ke sistem dalam bagan alir. 

 

15. 

 Untuk keluar-masuk atau penyambungan proses 

dalam lembar atau halaman yang sama. 

Sumber: Mulyadi Buku Sistem Akuntansi Tahun 2016. 

2.2 Monitoring 

 Monitoring menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) berasal dari bahasa 

inggris yaitu monitor yang merupakan suatu kegiatan pengawasan atau 

pemantauan dalam mencatat perkembangan suatu situasi atau kondisi secara 

terus- menerus dengan menggunakan alat atau metode tertentu. Monitoring adalah 

proses mengumpulkan informasi dan mengukur kemajuan terhadap tujuan 

program, serta mengendalikan perubahan yang berfokus pada proses dan hasil. 

 Menurut  Thabroni (2022), monitoring adalah sebagai proses menganalisis 

dan mengendalikan suatu program atau kegiatan untuk memastikan tujuan yang 

telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam konteks kebijakan pemerintah, 

pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi 

tentang sebab dan akibat dari kebijakan yang dilaksanakan. 
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 Dari definisi diatas disimpulkan bahwa Sistem akuntansi dan monitoring 

adalah suatu sistem prosedur yang berfungsi untuk memastikan semua transaksi 

dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan 

berfungsi sebagai kegiatan pengawasan atau pemantauan dari suatu aktivitas 

dengan tujuan untuk memastikan aktivitas tersebut berjalan sesuai dengan standar 

yang ditetapkan. Sistem Akuntansi dan monitoring dimaksud untuk 

melakukan pengawasan rekening milik satuan kerja dibawah naungan pihak 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Bandar Lampung untuk meningkatkan 

keberhasilan sesuai dengan standar dan strategi yang diciptakan. 

2.3 Akuntansi Sektor Publik 

 Pengertian akuntansi sektor publik menurut SEO (2022), merupakan proses 

pengumpulan, pencatatan, analisis dan pelaporan transaksi yang bersifat keuangan 

yang berguna untuk entitas atau lembaga-lembaga publik yang memberikan hak 

pelayanan kepada publik. Laporan keuangan atau proses yang bersifat keuangan 

berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan. Tujuan 

akuntansi sektor publik yaitu organisasi atau lembaga menekankan pencapaian 

kinerja nonkeuangan dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan sebab 

organisasi sektor publik tidak berpotensi kepada laba. 

2.4 Prosedur Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja 

 Prosedur pengelolaan rekening milik satuan kerja diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang 

Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementrian Negara atau 

Lembaga. Satuan Kerja atau Satker merupakan unit organisasi pada Kementerian 

Negara atau Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan program. 

Satuan kerja adalah Otoritas Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang. 

Jenis- jenis kelompok satuan kerja dalam lingkup Negara atau Lembaga sebagai 

berikut: 

1. Satuan kerja Pusat mempunyai kewenang dan tanggung jawab dalam kegiatan 

pengelolaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor 

pusat kementerian atau lembaga yang berada di pusat atau di daerah. 
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Contohnya: Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Pengadilan Negri Tanjung 

Karang. 

 

2. Satuan kerja atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Negara atau  

Lembaga di daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola 

anggaran guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh 

Kantor pusat Contohnya: Dinas Pendidikan, UPT Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Lampung, dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 

 

3. Satuan kerja khusus bertanggung jawab dalam pelaksanaan program atau 

kegiatan yang didanai oleh Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan 

Contoh: Loka Rehabilitas Narkoba BNN Kalianda Lampung Selatan, dan 

Balai Pengelola Trasportasi Darat Wilayah 6. 

 

4. Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu satuan kerja di provinsi yang 

melaksanakan tugas dekonsentrasi dan satuan kerja di Provinsi, Kabupaten, 

Kota dan desa yang melaksanakan tugas pembantuan. Dekonsentarsi 

merupakan kebijakan pemerintah untuk memindahkan sebagian kewenangan 

dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dengan 

tujuan untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di daerah 

serta memperkuat partisipasi masyarakat setempat dalam pengambilan 

keputusan Contoh: Bappeda Provinsi Lampung dan Bpmp Provinsi Lampung. 

 

5. Satuan kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) adalah satuan kerja yang tidak 

termasuk dalam instansi vertikal Kementerian Negara atau Lembaga (DJP), 

tetapi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari 

anggaran Kementerian Negara atau Lembaga terkait. Contoh, SNVT (Satuan 

Vertikal Tertentu) Pembangunan Bendungan BBWS (Balai Besar Wilayah 

Sungai) Mesuji-Lampung dan SNVT (Satuan Vertikal Tertentu) Pelaksanaan 

Jaringan Pemanfaatan Air Mesuji-Sekampung. 

 

6. Satuan kerja Sementara (SKS) adalah satuan kerja yang dibentuk untuk 

melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari anggaran Kementerian Negara atau 

Lembaga yang tanggung jawabnya berasal dari Kementerian Negara atau 
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Lembaga terkait.Contoh: Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara Bandar 

Lampung dan Kantor Pelayanan Pajak Pertama Bandar Lampung Satu. 

2.4.1 Kewenangan Pengelolaan Rekening milik sataun kerja 

 Kewenangana dalam mengelola rekening milik satuan kerja terdi dari 

2  pihak yaitu kekewenanganan dari pihak satuan kerja (Mentri atau Pemimpin 

Lembaga selaku pengguna anggaran) dan kewenanganan pihak KPPN 

(Kewenangan Mentri Keuangan Republik Indonesia selaku Bendahara Umum). 

Satuan kerja memiliki kewenangan yang harus ditaati dalam meneglola rekening 

sebgai berikut: 

1. Melakukan pembukaan rekening milik satuan kerja kepada mitra bank yang 

berkerja Sama dengan pihak BUN (Bendahara Umum Negara) atau Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara. 

2. Melakukan pengoprasian rekening berupa kredit, debit dan pelaporan 

rekening. 

3. Melakukan penutupan rekening jika rekening tersebut tidak digunakan. 

Sedangkan pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara memiliki 

kewenangan yang harus dilakukan sesuai dengan standar sebagai berikut : 

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara akan memberikan izin dengan 

menerbitkan Surat Kuasa Pembukaan Rekening untuk rekening pembukaan 

yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja (KPA) atau Bendahara Layanan 

Umum (BLU). 

2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berhak untuk membekukan 

rekening. 

3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berhak menutup rekening. 

4. Mendapatkan data mengenai rekening seperti : jumlah, tanggal transaksi, atau 

informasi lainnya yang berasal dari buku besar atau rekening giro. 
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2.4.2 Pembukaan Rekening Milik Satuan Kerja 

Tabel 2. 2 Flowchart pembukaan rekening satuan kerja. 

Satuan Kerja 
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Mitra Bank 
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Sumber: Prosedur pembukan rekening satuan kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) Bandar Lampung. 
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Keterangan: SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi)  

2.4.2.1 Prinsip Persetujuan Pembukaan Rekening 

Satuan kerja dalam membuka rekening harus melakukan prinsip persetujuan 

pembukaan ini, karena jika pihak satuan kerja tidak melakukan prinsip ini maka, 

pihak satuan kerja berpeluang ditolak. Hal ini, bertujuan untuk memudahkan pihak 

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dalam memonitoring rekening 

satuan kerja. Berikut prinsip persetujuan membuka rekening: 

1. Format nama rekening harus sesuai dengan format nama rekening yang 

diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang dicantumkan 

dalam surat persetujuan pembukaan rekening. 

2. Rekening dibuka digunakan untuk keperluan dinas dan digunakan untuk 

bidang kegiatan. 

3. Pembukaan rekening hanya dilakukan jika membutuhkan. 

4. Sebuah rekening dikatakan aktif jika memiliki izin dari Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara di wilayah tersebut. 

5. Penggunaan rekening tersebut harus sesuai dengan Surat Kuasa Pembukaan 

Rekening dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, selain yang ditentukan 

dalam Surat Kuasa Pembukaan Rekening tersebut. 

6. Laporan Rekening atas transaksi yang terjadi diwajibkan untuk di kelola 

sebaik mungkin. 

7. Memilih tempat bank umum untuk membuka rekening dengan 

mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan rekening. 

Jika prosedur diatas tidak memenuhi standar seperti diatas maka, 

persetujuan pembukaan rekening tersebut ditolak oleh kuas BUN (Bendahara 

Umum Negara). 

2.4.2.2 Penamaan Rekening 

Prosedur pemberian Nama ini diberikan oleh Kuasa BUN (Bendahara 

Umum Negara), penamaan rekeningini dicantumkan dalam Surat persetujuan 

permohonan pembukaan rekening. Pemberian nam ini merupakan suatu karakter 

rekening yang dibuka sesuai dengan tujuan rekening tersebut dibuka. Berikut 

kriteria pemberian Nama rekening: 
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1. Rekening penerimaan:“BPN (Kode KPPN mitra kerja) (Nama Kantor)” 

2. Rekening pengeluaran:“BPG (Kode KPPN mitra kerja) (Nama Kantor)” 

3. Rekening pengeluaran pembantu:“BPP(Kode KPPN mitra kerja)(Nama 

Kantor)” 

4. Rekening lainnya berupa Rekening Milik BLU:“RPL(Kode KPPN mitra 

kerja) (Nama Kantor) untuk (PKD/PKE/OPS/DK)” 

Keterangan: 

PKD : Rekening Pengelolaan Kas BLU berbentuk deposit  

PKE : Rekening Pengelolaan Kas BLU berbentuk giro  

OPS : Rekening Oprasional BLU, dan 

DK : Rekening Dana Kelolaan. 

2.4.2.3 Laporan Pembukaan Rekening 

 Memudahkan pengelolaan rekening dibawah monitoring dalam pengawasan 

departemen perbankan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kepala 

Pengguna Anggaran (KPA) atau Badan Layanan Umum (BLU) harus 

menyampaikan laporan pembukaan rekening dokumen tersebut bersifat segera 

(Kolektif), namun paling lambat 20 hari kerja setelah kuas daerah Badan Layanan 

Umum (BUN) menyetujui pembukaan rekening atau paling lambat 10 hari kerja 

setelah pembukaan rekening pengelolaan kas berbentuk deposit sebagai tempat 

penyimpanan untuk satuan kerja Badan Layanan Umum. 

 Laporan pembukaan rekening ini tercantum dalam salah satu surat 

persetujuan pembukaan rekening yang dikeluarkan oleh kuasa Bendahara Umum 

Negara (BUN) di daerah. Keterlambatan penyampaian laporan pembukaan 

rekening mengakibatkan penutupan rekening. 

2.4.2.4 Perubahan Nama Rekening 

perubahan penamaan rekening nama satuan kerja tanpa mengupah tujuan 

penggunaan rekening dibuka. Dalam hal ini, pihak dari kuasa BUN (Bendahara 

Umum Negara) di Daerah menerbitkan surat perubahan nama rekening yang 

diajukan kepada pihak bank mitra umum tempat dimana rekening itu dibuat. 
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2.4.2.5 Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening 

 Perubahan ini diajukan oleh KPA (Kepala Satuan Kerja) atau pimpinan BLU 

(Bendahara Umum Negara) dengan tujuan untuk memindahkan bank tempat 

pembukaan rekening dengan alasan tertentu. 

Berikut prosedur perubahan bank tempat pembukaan rekening: 

1. Pimpinan KPA (Kepala Satuan Kerja) atau BLU (Bendahara Layanan 

Umum) mengajukan permohonan untuk izin pindah bank tempat rekening 

dibuka dan melampirkan surat kuasa kepada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara sebagai mitra kerja. 

2. Formulir aplikasi dan, jika disetujui oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara akan menerbitkan surat kuasa untuk mengalihkan bank tempat 

pembukaan rekening. 

3. Berdasarkan surat kuasa yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara, entitas wajib membuka rekening baru di kantor bank 

yang baru. 

4. Satuan kerja mentransfer seluruh dana yang ada di rekening bank lama ke 

bank baru. 

5. Pihak satuan kerja menutup rekening lama di bank lama. 

6. Satuan kerja melaporkan penutupan tersebut kepada rekening bank lama, dan 

membuka rekening baru di bank baru serta melaporkan pada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara. 

2.4.3 Pelaporan Saldo Rekening 

 KPA(Kepala Satuan Kerja) dan pemimpin BLU(Bendahara Layanan Umum) 

harus meloporkan seluruh rekening yang dikelola oleh KPPN(Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara). Untuk memudahkan pelaporan maka, daftar rekening 

yang dimiliki KPA(Kepala Satuan Kerja) atau Pimpinan BLU(Bendahara 

Layanan Umum) dapat dilapirkan pada laporan pertanggung jawaban bendahara 

serta dapat digantikan dengan laporan saldo rekening dan dilampirkan bersamaan 

dengan laporan pertanggung jawaban bendara.Selain itu, untuk mempermudahkan 

dalam monitoring yang efisien maka, pelaporan saldo rekening tersebut dapat 

disampaikan dalam dokumen salinan berupa surat elektronik atau rekening. 
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2.4.3.1 Pelaporan Rekening oleh Kuasa BUN 

1. Laporan saldo untuk pengurus KPA (Kepala Satuan Kerja) dan BLU 

(Bendahara Layanan Umum), pengurus KPPN (Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara) membuat daftar saldo di tingkat KPPN (Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara). 

2. KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) mengirimkan daftar 

tersebut ke Kanwil DJPB (Direktorat Jendral Perbendaharaan) paling lambat 

tanggal 15 bulan berikutnya. 

3. Kepala Kanwil DJPB (Direktorat Jendral Perbendaharaan) menyusun 

rekapitulasi daftar Saldo Rekening Tingkat Daerah. 

4. Kepala Kanwil DJPB (Direktorat Jendral Perbendaharaan) mengirimkan 

kepada direktur keuangan dan kepada direktur perbendaharaan negara paling 

lambat dalam waktu 20 bulan berikutnya berdasarkan daftar saldo rekening di 

tingkat KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). 

5. Tentang penyusunan saldo rekening tingkat nasional oleh Dirjen 

Perbendaharaan dan Direktur Bendahara paling lambat tanggal 20 bulan 

berikutnya berdasarkan daftar saldo rekening milik KPPN (Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara). 

 Pelaporan rekening ini dibantu dengan aplikasi pengelolaan rekening yang di 

kembangkan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan seperti Sistem Pengelolaan 

Rekening Terintegrasi (SPRINT), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi 

(SAKTI), Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).Pengendalian 

Rekening oleh Kuasa BUN 

 Pengendalian rekening memiliki fungsi sebagai persetujuan atau penolakan 

pembukaan rekening, perintah blokir, mencabut blokir dan penutupan rekening 

milik Satuan kerja lingkup Kementrian Negara atau Lembaga. Berikut tugas-tugas 

Direktorat Jendral Perbedaharaan dalam mengelola rekening: 

1. KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) melakukan pengawasan, 

pengelolaan seluruh rekening, dan memberikan pembinaan terhadap satuan 

kerja pengelola rekening 
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2. Kantor Wilayah Ditjen Keuangan memberikan saran kepada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara dan satuan kerjanya tentang pengelolaan 

rekening. 

3. Direktorat Jenderal Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan       

bertanggung jawab untuk menyimpan, mengelola dan mengurus rekening- 

rekening satuan kerja. 

2.4.3.2  Rekonsiliasi Rekening 

 Saat melaksanakan rekonsialisasi Direktorat Jendral Perbendaharaan dan 

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dengan Kementrian Lembaga 

atau Lembaga atau Satuan Kerja melakukan beberapa kroscek data-data seperti; 

kode bagian anggaran, kode satuan kerja, nomor rekening, nama rekening, nama 

bank tempat pembukaan rekening dan jenis rekening. Sedangkan, untuk 

pelaksanan rekonsialisasi Direktorat Jendral Perbendaharaan dan KPPN (Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara) dengan bank umum melakukan perbandingan 

data yaitu nama, nomor rekening dan saldo rekening. Jika muncul perbedan data 

dengan data Bank Umum maka, harus dapat dijelaskan serta ditindaklanjuti. 

Tabel 2. 3 Flowchart prosedur rekonsialisasi rekening satuan kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Prosedur rekonsiliasi satuan kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
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Keterangan: 

MONSAKTI (Aplikasi Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). 

SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). 

Modul GLP (Modul General Ledger Pelaporan) yang berkaitan dengan akuntansi 

dan pelaporan. 

2.4.3.3 Hasil dan Tindak Lanjut Rekonsialisasi 

Hasil Rekonsialisasi data rekening yang di proses oleh Direktorat 

Jendral perbendaharaan dan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) 

dengan Santuan Kerja atau Kementrian Negara atau Lembaga serta Bank Umum 

dituangkan dalam dokumen Berita Acara Rekonsialisasi (BAR) yang ditanda 

tangani oleh pihak tertentu. 

Temuan perbedaan yang ditemukan dari hasil rekonsialisasi yang dilapirkan 

pada berita acara rekonsialisasi dan ditindak lanjuti oleh dua belah pihak. Berikut 

temuan hasil rekonsialisasi: 

1. Tercatatnya nama rekening di satuan kerja yang berbeda dengan rekening 

koran sehingga terjadi kesalahan data Ditjen Keuangan dan Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara. 

2. Terdapat perbedaan antara nomor rekening dan rekening koran, data 

informasi satuan kerja dan data keuangan Ditjen. 

3. Ditemukan rekening yang tidak terdaftar pada rincian rekening Ditjen 

Keuangan. 

2.4.4 Blokir Rekening dan Pencabutan Rekening 

Pemblokiran rekening yang dilakukan oleh Kuasa BUN (Bendahara Umum 

Negara) di sebabkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Pemimpin BLU(Bendahara 

Layanan Umum) tidak menyampaikan laporan saldo rekening setiap bulannya. 

Sebelum terjadinya pemblokiran Kepala KPPN (Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara) selaku kuasa BUN (Bendahara Layanan Umum) di 

Daerah menyampikan peringatan kepada kepala satuan kerja atau pimpinan BLU 

(Bendahara Layanan Umum) untuk segera menyampaikan laporan saldo rekening. 

Jika tidak menyampaikan laporan saldo rekening maka kepala KPPN (Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara) memblokir rekening tersebut. Pemblokiran 
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rekening tersebut berlaku sampai dengan satuan kerja melaporkan kembali 

laporan saldo rekening dan kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara) mencabut pemblokiran rekening. 

2.4.5 Penutupan Rekening 

Penutupan rekening merupakan masalah penting dalam pengelolaan 

pengendalian rekening, penutupan rekening dilakukan pada saat rekening habis 

dipakai, seperti: Biaya anggaran yang dikeluarkan. Penutupan rekening adalah 

tindakan pengendalian untuk mencegah penumpukan rekening. Rekening 

ditutup dengan surat kuasa satuan kerja dan BUN (Bendahara Umum Negara). 

Berikut Prosedur Penutupan Rekening dan wewenang peraturan Penutupan 

Rekening oleh 3 pihak: 

Tabel 2. 4 Flowchart prosedur Penutupan Rekening Sataun Kerja di Lingkup KPPN 

Satuan Kerja Mitra Bank Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Prosedur Penutupan Rekening Satuan Kerja KPPN Bandar Lampung. 
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2.4.5.1 Penutupan Rekening oleh Satuan Kerja 

 Rekening yang tidak terpakai harus ditutup untuk mengelola pengendalian 

satuan kerja. Jika, kepala satuan kerja atau kepala BLU (Badan Layanan Umum) 

menemukan rekening yang tidak sesuai dengan perannya, maka rekening 

tersebut harus ditutup. Jika rekening memiliki saldo, saldo tersebut harus 

ditransfer kepada Perbendaharaan. Setelah penutupan rekening, kepala satuan 

kerja atau kepala BLU (Badan Layanan Umum) melaporkan penutupan rekening 

tersebut kepada perwakilan BUN (Bendahara Umum Negara) setempat yang 

menyatakan penutupan rekening tersebut. Rekening berupa surat keterangan 

tertulis dari bank umum, bukti sisa transfer ke Kas Negara. 

2.4.5.2 Penutupan Rekening oleh Kuasa BUN (Bendahara Umum Negara) 

 Kewenang yang dilakukan oleh Kuasa BUN (Bendahara Umum Negara) 

dalam menutup rekening sebagai berikut: 

1. Rekening termasuk dalam status rekening pasif 

2. Penutupan yang diakibatkan oleh pelanggaran yaitu: 

a. Rekening dibuka tanpa tujuan; 

b. Rekening dibuka tetapi tidak melaporka kepada Kuasa BUN 

(Bendahara Umum Negara) di Daerah atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara; 

c. Rekening digunakan tidak sesuai dengan tujuan rekening saat di buka. 

3. Terhadap pelanggaran tersebut Kuasa BUN (Bendahara Umum Negara) 

berhak menutup rekening dan memindahkan saldo rekeningnya kapada Kas 

Negara. 

4. Penutupan rekening dengan tujuan pengelolaan kas dengan cara memindah 

bukukan. 

5. Penutupan rekening dengan tujuan untuk menertibkan dalam pengendalian 

rekening.(Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang 

Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja, N.D.) 
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BAB III 

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

 Deskriptif adalah penjelasan penemuan atau deskripsi secara jelas dan rinci 

(wawancara, observasi dan dokumentasi), sedangkan kuantitatif adalah penelitian 

kualitatif dengan menggunakan landasan teori sebagai pedoman agar fokus 

penelitian sesuai dengan fakta lapangan. 

 Penulis menggunakan metode penelitian deskritip dan kualintatif yang 

berdasarakan dengan sumber data observasi lapangan dan data hasil wawancara 

dengan staf Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang bersumber dari sumber asli berupa opini 

dari individu atupun kelompok yang dihasilkan dari observasi dan wawancara 

serta hasilnya di jadikan bukti fisik. Dalam hal ini, penulis menggunakan data 

primer dikaranakan penulis terjun kelokasi lapangan secara langsung 

mengobsevasi instansi tersebut. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari pihak kedua atau ke tiga. 

Data ini, bersifat historis yang hasilnya berupa dokumen atau data yang secara 

tidak langsung. Penulis menggunakan metode ini dikarnakan penulis 

membutuhkan dokumen historis untuk mendukung penelitian tersebu
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data merupakan metode pendukung dalam kelancaran 

penulisan. Penulis menggunakan 3 metode yaitu: 

1. Metode Observasi 

Metode ini dilakukan dengan mengamati kondisi lapangan yang terjadi pada 

seksi bank Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung. 

2. Metode Wawancara 

Metode ini dikumpulkan dengan Cara memberikan beberapa pertanyaan 

secara langsung pada seksi staf bank yang memiliki kewenangan di Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar lampung. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode ini dikumpulkan dengan temuan dokumen yang dimiliki oleh peneliti 

saat melakukan observasi di lapangan yang berlokasi di Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Bandar Lampung. 

3.4 Objek Kerja Praktik 

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Lokasi: 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Pelayanan 

Pembendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung yang Bertempatan di JL.Gatot 

Subroto No.91, Tj, Gading, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung 

35128. 

Waktu Kerja Praktik: 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan pada Rabu, 4 Januari 

2023 sampai dengan Jum’at, 10 Februari 2023. 

3.4.2 Gambaran Umum Perusahan 

2.4.5.3 Profil Singkat KPPN Bandar Lampung 

 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah unit eselon III di 

lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pembendaharaan Provinsi Lampung. 

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) merupakan Kantor pelayanan 

publik yang dinaungi oleh Direktorat Jendral Perpajakan. Pada tahun 1970 saat 
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didirikannya disebut dengan Kantor Bendahara Negara. Pada tahun 1980 berubah 

menjadi Kantor Kas Negara. Pada tanggal 3, Juni 2008 Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung diresmikan sebagai salah satu 

bentuk implementasi dan reformasi milik pemerintah dibidang kauangan sebagai 

usaha pemerintah menciptakan tata kekola pemerintah yang baik atau disebut 

dengan good governace dengan memberikan pelayanan kepada satuan kerja atau 

satker dan masyarakat secara akurat, pelayanan yang cepat dan pelayanan tidak 

dipungut biaya. Perkembangan yang dilakukan oleh kementrian keuangan 

khususnya Direktorat Jendral Perbendaharaan tidak hanya menyempurnakan 

organisasinya tetapi, pada proses bisnis dan mengoptimalkan Information 

Technology serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diarahkan 

ketingkat global yang bermanfaat untuk bisa bersaing dengan lembaga pemerintah 

lainnya.(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d.) 

 

Gambar 3. 1Logo KPPN Bandar Lampung 

Sumber: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bandarlampung/id/ 

 

2.4.5.4 Visi dan Misi KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) 

Visi: 

Menjadi pengelola perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat dunia dalam 

rangka mendukung visi kementrian keuangan “Menjadi pengelolaan keuangan 

negara untuk mewujudkann perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, 

inklusif, dan berkeadilan.” 

Misi: 

Mendukung misi kementrian keuangan nomor 3 (memastikan belanja negara yang 
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berkeadilan, efektif, efisien dan inovatif dengan resiko minimum), melalui: 

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien dan optimal; 

2. Mendukung kinerja pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) yang Efisien, akuntanbel: 

3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, 

transparan, andal dan tepat waktu; 

4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif 

(mengikutertakan), dan berkelanjutan; 

5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan badan layanan umum yang 

inovatif dan modern; 

6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi 

informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif. 

2.4.5.5 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi adalah susunan yang saling hubungan antara masing- 

masing departemen dan tugas-tugas yang ada dalam suatu organisasi atau bisnis 

dalam melakukan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Komposisi Struktur organisasi diketahui berdasarkan informasi dari bagian 

kepegawaian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Bandar Lampung.  

 

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA 

BANDAR LAMPUNG 

 

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar 

Lampung 

Sumber: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung Bandar lampung 

 



23 
 

 
 

1. Kepala Kantor 

 Kepala Kantor mempunyai tugas membina, mengawasi, mengkoordinasikan, 

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya agar tetap sesuai dengan 

peraturan Perundang-undangan dan standar operasi prosedur (SOP) yang 

sudah ditetapkan. Tugas Kepala Kantor KPPN secara umum sebagai berikut: 

1) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya agar sesuai dengan standar 

operasi prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan. 

2) Memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan 

petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya. 

3) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas bawahannya terkait dengan output 

pekerjaan, kedisiplinan pegawai dan operasional Kantor. 

4) Melakukan sosialisasi peraturan terhadap bawahannya. 

5) Melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan dalam rangka 

penegakan kedisiplinan kepada bawahannya.  

2. Sub Bagian Umum  

1) Melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, Sumber Daya Manusia 

(SDM), dan keuangan,  

2) Melakukan penatausahaan akun pengguna (user) Sistem Perbendaharaan 

dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat 

Instansi (SAKTI),  

3) Melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Rencana Strategis, 

Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja 

(PK), Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN),  

4) Melakukan urusan tata usaha, pengelolaan rumah tangga, melakukan 

penyusunan dan pelaporan beban kerja, implementasi budaya organisasi, 

dan 

5) Melakukan urusan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi 

Publik (KIP). 

3. Jabatan Fungsional 

Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam 

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. 
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4. Seksi Pencairan Dana 

1) Melakukan pengujian resume tagihan dan Surat Perintah Membayar 

(SPM), pengujian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja 

Badan Layanan Umum (BLU), penerbitan Surat Tanggapan Koreksi,  

2) Melakukan pengelolaan data kontrak, data pemasok (supplier), dan 

belanja pegawai satuan kerja, melakukan pengesahan hibah langsung 

dalam bentuk uang, serta  

3) Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja. 

5. Seksi Bank 

1) Melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, penerbitan Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D), fungsi pengelolaan kas (Cash 

Management), penerbitan Daftar Tagihan, pengelolaan rekening 

pemerintah, penatausahaan penenmaan negara, penyelesaian retur, 

pengujian permintaan pengembalian penerimaan negara, konfirmasi dan 

koreksi data transaksi penerimaan, fungsi layanan bantuan (Helpdesk) 

penerimaan negara.  

2) Monitoring dan evaluasi bank/ pos persepsi, pengelolaan dokumen 

sumber dart analisis data Penerimaan Fihak Ketiga (PFK), pembillaan 

dan pelaksanaan    

3) Monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 

supervisi implementasi sistem pengelolaan kas (Cash Management 

System) pada rekening bendahara.  

4) Monitoring dan evaluasi kredit program.  

6. Seksi Verifikasi dan Akuntansi 

1) Melakukan verifikasi dokumen pembayaran, rekonsiliasi data laporan 

keuangan.  

2) Penyusunan laporan keuangan kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) 

tingkat unit akuntansi kuasa bendahara umum negara (uakbun)-daerah. 

3) Pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran, pembinaan 

pertanggungjawaban bendahara, rekonsiliasi data rekening pemerintah, 

4) Penyusunan laporan saldo rekening pemerintah,  

5) Pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang, dan 
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6) Penerbitan dokumen pengembalian penerimaan.  

7.  Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) 

1) Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan 

perbendaharaan, supervisi teknis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 

Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi 

(SAKTI), asistensi teknologi informasi clan komunikasi eksternal,  

2) Melakukan penyelenggaraan fungsi manajemen hubungan pengguna 

layanan (Customer Relationship Management),  

3) Melakukan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan 

(Treasury Management Representative), pengelolaan pelayanan 

perbendaharaan dan rencana penarikan Dana.  

4) Melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, 

pengaduan, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut 

hasil pemeriksaan,  

5) Melakukan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, koordinasi 

penyelenggaraan manajemen mutu layanan, fasilitasi sertifikasi 

bendahara, fasilitasi pemerintah daerah dan kerjasama pihak dengan 

lainnya, monitoring penerimaan Dana transfer, koordinasi pemberian 

keterangan saksi atau ahli keuangan negara, serta pelaksanaan program 

Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 

(WBK atau WBBM).  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penulis memperoleh kesimpulan 

mengenai “Prosedur Monitoring Terhadap Pengawasan Rekening Satuan Kerja di 

Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bandar Lampung” sebagai 

berikut: 

Prosedur monitoring dalam pengawasan rekening milik satuan kerja di 

lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  Bandar Lampung, berjalan 

sesuai dengan prosedur dan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja 

Lingkup Kementrian Negara atau Lembaga. Namun, masih terdapat kendala saat 

melakukan prosedur monitoring rekening satuan kerja. Kendala tersebut tidak 

menjadi masalah yang sulit sebab kendala tersebut dapat diatasi dengan baik oleh 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung. Kendala tersebut 

berupa pembukaan rekening, penutupan rekening dan laporan saldo tiap bulan. 

Kendala yang ditemukan saat monitoring tersebut dapat diatasi oleh pihak Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan membangun komunikasi, sosialisasi 

dan koordinasi dengan pihak satuan kerja. Oleh sebab itu, dengan pengawasan 

monitoring sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada dapat mencegah 

tindakan korupsi, dan tindakan menyimpang yang dapat merugikan pihak lain. 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar lampung menjalankan 

tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada dan menjalankan fungsinya dengan 

baik. Efektifitas tersebut ditemukan pada hasil monitoring laporan saldo rekening 

yang dilaporkan pada bulan desember 2022, dari data tersebut banyak satuan kerja 

telah melakukan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang diharapkan, walaupun 

masih ada satuan kerja yang tidak mematuhi peraturan oleh sebab itu monitoring 
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terhadap pengawasan rekening satuan kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara Bandar Lampung tergolong cukup efektif. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang sudah dibahas pada 

penelitian ini, maka saran yang diberikan yaitu: 

1. Pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara diharapkan teliti dalam 

melakukan prosedur agar memudahkan pegawai selanjutnya. 

2. Meningkatkan standar kualitas pegawai agar pelayanan pada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara berjalan dengan baik. 

3. Meningkatkan standar kualitas atas kepatuhan satuan kerja agar dapat 

memudahkan dalam monitoring  

4. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada mitra kerja, satuan kerja serta 

mitra bank agar menciptakan koordinasi yang baik dan membantu prosedur 

monitoring berjalan sesuai dengan strategi. 
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WAWANCARA 

 
 

Narasumber 1 

Nama   : Safanisa Catleya A. 

Jabatan  :Staf Seksi Bank Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar 

Lampung 

 

1. Apakah prosedur monitoring dalam mengawasi rekening satuan kerja berjalan 

dengan baik dan apakah satauan kerja telah melakukan sesuai dengan peraturan 

yang ada ? 

Jawaban: 

Sudah, karena kami  melakukan sesuai dengan SOP atau peraturan yang ada, 

jika terjadi keraguan pihak kami bisa langsung mengkonfirmasi  melalui web 

milik kementrian keuangan yaitu hai.kemenkeu.go.id 

 

2. Menurut narasumber apa saja kendala yang ditemukan saat melakukan 

pengawasan monitoring rekening satuan kerja ? 

Jawaban: 

Dalam mengawasi monitoring tersebut tentunya berbagai kendala yang 

ditemukan saat monitoring yaitu kendalanya saat satuan kerja tidak melaporkan 

penutupan rekening, satuan kerja tidak menindak lanjut terhadap rekening yang 

dibuka melelui sprint, lupa memiliki rekening yang harus dilaporkan tiap 

bulannya, tidak paham dengan pengelolaan rekening dan adapun kendala yang 

tidak terduga saata melakukan monitoring. 

 

3.  Apa saja tindakan yang dilakukan oleh seksi bank jika terjadi ketidak sesuaian 

dalam dokumen pembukaan rekening, penutupan rekening, laporan saldo dan 

dakumen lainnya ? 
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Jawaban : 

Berkoordinasi dengan satuan kerja untuk memudahkan dalam menerbitkan 

informasi, menegur satuan kerja untuk memperbaiki berkas yang salah, 

membantu satun kerja atas ketidak pahaman dalam mengelola rekening, dan 

melakukan sosialisai atas pengelolaan rekening tersebut. 

 

4. Menurut narasumber apakah Efektifitas terhadap prosedur menitoring rekening 

stauan kerja di lingkup KPPN Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik? 

Jawaban : 

Sudah efektif karena berbasis Information Technology (IT) seperti penggunaan 

aplikasi sprint memudahkan monitoring dan social media pun bisa membantu 

prosesnya monitoring walupun ada beberapa proses tidak menggunakan 

teknologi, dan hal tersebut efektif pada prosedur rekonsiliasi terutama laporan 

saldo rekening satuan kerja jika ditemuakan rekening yang tidak dilaporkan 

maka, akan dilakukan teguran. 
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Narasumber 2 

Nama  :  Bela Safitri 

Jabatan   : Staf Pencairan Dana Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Bandar Lampung 

 

5. Apakah prosedur monitoring dalam mengawasi rekening satuan kerja berjalan 

dengan baik dan apakah satauan kerja telah melakukan sesuai dengan peraturan 

yang ada ? 

Jawaban: 

Sudah, karena melakukan sesuai dengan peraturan yang ada, dan dari pihak 

Kantor Pelayanan Perbendahaaran Negara (KPPN) pun melakukan sosialisasi 

terhadap pengelolaan rekening, jadi mudah untuk memahami. Walaupun masih 

ada satuan kerja yang tidak paham dengan pengelolaanya biasanya dari pihak 

seksi bank KPPN di bantu. 

 

6. Menurut narasumber kendala yang ditemukan saat melakukan pengelolaan 

rekening satuan kerja ? 

Jawaban: 

Untuk saat ini belum ada kendala tetapi kendala tersebut sifatnya bisa tidak 

terduga karena dalam mengelola rekening tersebut satuan kerja harus teliti, 

tidak terburu-buru dan memiliki pengalaman dalam mengelola rekening 

tersebut. Oleh sebab itu kembali lagi pada kemampuan satuan kerja masing-

masing. 

 

7. Bagaimana tindakan bagi satuan kerja jika terdapat dokumen yang tidak sesuai 

yang telah dilakukan oleh pihak Seksi Bank KPPN pada proses monitoring 

dokumen tersebut ? 

Jawaban: 

Jika berkas kami terdapat kendala, pihak KPPN menghubungi kami apa saja 

kesalahan dari berkas kami, jika kami tidak paham pihak KPPN memberi 

prosedur dan peraturan yang benar, dan jika ada berkas yang harus dilaporkan 
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kepada pihak KPPN mereka akan memberitahu kami melalui social media 

kami maka, satuan kerja melaksankan apa yang ditugaskan oleh KPPN. 

 

8. Menurut narasumber apakah Efektifitas terhadap prosedur menitoring rekening 

stauan kerja di lingkup KPPN Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik ? 

Jawaban: 

Sudah efektif karena dipermudah dengan teknologi dari pihak KPPN 

memperbolehkan satuan kerja untuk mengirimkan berkas laporan saldo 

rekening, pembukaan rekening, penutupan rekening dan berkas lainnya melalui 

gmail resmi KPPN dan satuan kerja memiliki sarana komunikasi dengan staf 

KPPN. 

 

KESIMPULAN  

1. Saat melakukan monitoring dalam pengawasan rekening satuan kerja sudah 

berjalan dengan baik dengan peraturan yang ada. 

2. Dalam monitoring pengawasan rekening satuan kerja ditemukan kendala dari 

dua pihak 

3. Solusi terhadap kendala yang ditemui dapat diselesaikan dengan saling 

berkomunikasi dengan baik dan bersosialisasi dengan satuan kerja.  

4. Hasil dari ke 2 narasumber disimpulkan bahwa prosedur monitoring terhadap 

rekening satuan kerja di KPPN Bandar Lampung sudah efektif. 
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Jenis Rekening Satuan Kerja dari Aplikasi SPRINT 

NO. Izin Nama Satuan 

Kerja 

Nama 

Rekening 

Jenis Rekening Status 

Rekening 

S-

2792/WPB.08/K

P.017/2015 

BALAI BESAR 
TAMAN 
NASIONAL BUKIT 
BARISAN SELATAN 
 

BPN017 

BALAI BESAR 

TNBBS 

Rekening 

Penerimaan 

Normal 
 

S-
1700/WPB.08/K
P.017/2015  
 

BADAN PUSAT 
STATISTIK KAB. 
LAMPUNG 
SELATAN 
 

BPG017 BPS 
KAB. LAMPUNG 
SELATAN  
 

Rekening 
Pengeluaran 
 

Tutup 
 

S-

80/WPB.12/KP.

03/2021 

INSTITUT 
TEKNOLOGI 
SUMATERA 
 

BPG017 ITERA Rekening Virtual 
Pengeluaran 
 

Normal 
 

S-
1232/WPB.08/K
P.0104/2018 

UIN RADEN 

INTAN 

BANDAR 

LAMPUNG 

RPL 017 BLU 

Bandara Radin 

Inten II untuk 

OPS 

Rekening 

Lainnya 

Tutup 
 

Sumber: Data Rekening Satuan Kerja pada Aplikasi SPRINT KPPN Bandar Lampung, 

2023 
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Dokumentasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Bandar Lampung 

 

 

No 

 

Dokumentasi Lapangan 

 

Keterangan 

1.  

 

Pengantaran oleh dosen 

pembimbing ke lokasi 

Praktik Kerja Lapangan. 

2.  

 

Proses monitoring melalui 

sistem pengelolaan rekening 

terintegrasi (SPRINT). 

3.  

 

Dokumen berita acara 

Rekonsiliasi untuk di 

legalisir. 

4.  

 

Mencatat nomor 

penyampaian nota 

konfirmasi setoran 

penerimaan negara dalam 

buku konfirmai. 
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5.  

 

Membantu proses 

berjalannya acara sosialisasi 

peraturan mentri keuangan 

PMK.210/PMK05. Tentang 

tata cara pembayaran dalam 

rangka pelaksaan APBN dan 

penyerahan penghargaan 

satuan kerja lingkup KPPN 

Bandar Lampung. 

6.  

 

Proses memisahkan 

dokumen milik satuan kerja 

dan arsip milik KPPN. 

7.  

 

Proses pembuatan nama 

pembukaan rekening untuk 

bawaslu kabupaten dan kota. 

8.  

 

Proses perubahan nama pada 

aplikasi SPRINT. 
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9.  

 

Menerbitkan SP2D.  

10.  

 

 

Monitoring aksi dalam 

pembukaan rekening satuan 

kerja. 

11.  

 

 

Proses penerbitan retur 

satuan kerja. 

12.  Berkontribusi sebagi MC 

acara penandatanganan 

sasaran kinerja pegawai 

tahun 2023. 
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13.  

 

Penarikan mahasiswa Praktik 

kerja lapangan. 
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